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Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan
penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak.
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang
digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya
mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP
sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)
yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu
yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang
dalam upaya pemberantasan tindak pidanaterorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan
terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized
crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan
ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk
kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized
Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of
investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25
paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisionsin the
Crimina Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed
for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and
Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a
reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of
terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorismis
part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In
this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal
Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an
instrument of international law.
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